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BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan pada pembahasan penulis paparkan sebelumnya maka 

dapat disimpulkan:  

1. Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak ini sangatlah perlu 

dilakukan, karena perdagangan anak merupakan suatu perbudakan 

modern yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu perdagangan anak 

melanggar harkat dan martabat manusia sebab anak bukanlah obyek yang 

dapat diperdagangkan. Anak jugs merupakan generasi penerus bangsa dan 

aset bangsa yang sangat berharga.  

2. Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak dapat diupayakan 

dengan cara: 

a. Represif, dengan penegakan hukum dan menerapkan sanksi yang 

tegas bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak. 

b. Preventif, dengan pemetaan tindak pidana perdagangan anak di 

Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri sekaligus 

mencari serta menanggulangi faktor penyebab terjadinya tindak 

pidana perdagangan anak tersebut.  

c. Preemtif, dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya 

pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan 

sarana prasarana pendidikannya, peningkatan pengetahuan masyarakat 
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melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana 

perdagangan orang (anak) beserta seluruh aspek yang terkait 

dengannya, serta perlu diupayakan adanya jaminan aksesbilitas bagi 

keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh 

pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social.  

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Agar pemerintah mengusahakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi 

masyarakat khususnya bagi yang masih memiliki tingkat pendidikan yang 

rendah untuk menghindari banyaknya pengangguran terutama anak-anak 

yang rentan menjadi korban perdagangan anak dan perlu dilaksanakan 

penyuluhan yang terprogram dengan baik kepada masyarakat khususnya 

di desa yang penduduknya masih hidup dengan taraf ekonomi yang sulit 

agar memahami tindak pidana perdagangan anak dan akibatnya, sehingga 

dapat menghindarkan diri menjadi korban perdagangan anak. Perlu kerja 

sama yang kompak antara masyarakat dan penegak hukum serta instansi-

instansi terkait agar penanggulangan tindak pidana perdagangan anak ini 

dapat dijalankan sebagaimana mestinya. 

2. Sedangkan bagi setiap pelaku perdagangan anak agar dijatuhi sanksi 

pidana yang maksimal sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 

21 Tahun 2007 mengingat bahwa akibat tindak pidana ini sangat 

berbahaya dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). 
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